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ABSTRACT

This study analyses stakeholder involvement in the planning and
implementation phases of forest management within the Salahutu
Protected Forest, Maluku Province. Employing a qualitative-
descriptive approach, the research integrates policy document
analysis, in-depth interviews, and stakeholder mapping to capture
the perspectives of key institutional actors, including the Maluku
Provincial Forestry Service, the Ambon Forest Management Unit
(KPH), the Centre for Social Forestry and Environmental
Partnership (BPSKL), the Watershed Management Agency
(BPDAS), village governments, and local communities. The
findings indicate that the Maluku Provincial Forestry Service and
Ambon KPH function as dominant institutions with the highest
requlatory authority and decision-making influence, while
BPSKL, BPDAS, and village governments hold strategic yet
constrained roles due to weak inter-sectoral coordination and
institutional fragmentation. The study also reveals an imbalance
between  powerful  stakeholders  and  forest-dependent
communities, reflecting the absence of an inclusive and
participatory governance framework. Discrepancies between
provincial planning instruments — such as the Forestry Plan and
the Long-Term Forest Management Plan (RPHJP) —and site-
level implementation underscore coordination gaps and limited
resource allocation. Analysis using the power—interest matrix
highlights the need to strengthen local institutional capacity and
harmonise spatial-sectoral policies. Conceptually, this research
advances collaborative governance principles that position
communities as co-management partners, recommending the
establishment of multi-stakeholder forums and regulatory
harmonisation to strengthen sustainable protected forest
management.

KEYWORDS: stakeholder involvement; forest governance;
Salahutu Protected Forest;, spatial-sectoral policy; co-
management
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INTISARI

Penelitian ini menganalisis keterlibatan dan peran
pemangku kepentingan dalam perencanaan serta
pelaksanaan pengelolaan Hutan Lindung Salahutu,
Provinsi Maluku. Pendekatan kualitatif-deskriptif
diterapkan melalui analisis dokumen kebijakan,
wawancara mendalam, dan pemetaan aktor yang
melibatkan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, UPTD KPH
Ambon, Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan
Lingkungan (BPSKL), Balai Pengelolaan Daerah Aliran
Sungai (BPDAS), pemerintah desa, dan komunitas lokal.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kehutanan
Provinsi Maluku dan UPTD KPH Ambon merupakan aktor
dominan dengan pengaruh dan kewenangan tertinggi,
sedangkan BPSKL, BPDAS, dan pemerintah desa
menjalankan peran strategis namun terbatas akibat
lemahnya koordinasi lintas sektor dan fragmentasi
kelembagaan. Ketimpangan pengaruh antara lembaga
teknis dan komunitas bergantung hutan mencerminkan
belum terwujudnya tata kelola kolaboratif yang inklusif.
Perbedaan antara dokumen perencanaan makro —seperti
RKTP dan RPHJP—dengan implementasi di lapangan
mengindikasikan kesenjangan koordinasi, keterbatasan
sumber daya, dan potensi konflik ruang. Analisis power-
interest matrix menegaskan urgensi harmonisasi kebijakan
spasial-sektoral serta penguatan kapasitas kelembagaan
lokal. Secara konseptual, penelitian ini menekankan
pentingnya collaborative governance yang menempatkan
masyarakat sebagai mitra pengelola (co-management) serta
merekomendasikan pembentukan forum multipihak dan
penguatan regulasi kolaboratif untuk mendukung
keberlanjutan pengelolaan Hutan Lindung Salahutu.

KATA KUNCI: keterlibatan pemangku kepentingan; tata
kelola hutan; Hutan Lindung Salahutu; kebijakan
spasial-sektoral; pengelolaan bersama

PENDAHULUAN

Hutan Lindung (HL) Salahutu di Pulau Ambon, Provinsi Maluku, merupakan kawasan
strategis dengan fungsi ekologis vital bagi keberlanjutan tata air serta stabilitas lingkungan pesisir-
perkotaan Ambon. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.658/Menhut-11/2009,
kawasan ini mencakup £3.215 ha pada ketinggian 150-1.020 m dpl, didominasi tanah latosol-regosol
dan ditutupi hutan hujan tropis sekunder yang relatif rapat di bagian tengah dan utara. Secara
hidrologis, kawasan ini melindungi daerah tangkapan air bagi Sungai Wae Batu Merah dan Wae
Sikula yang memasok air bersih bagi +46.000 penduduk di Kecamatan Sirimau dan sekitarnya
(Parera et al., 2022).

Secara kelembagaan, HL Salahutu berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi

Maluku melalui Dinas Kehutanan dan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ambon.
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Instrumen perencanaan yang tersedia meliputi Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP),
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP), dan Rencana Strategis (Renstra) sektor
kehutanan. Namun, implementasi di tingkat tapak belum sepenuhnya merefleksikan arah kebijakan
makro. Tiga kendala utama menonjol: (i) koordinasi antarlembaga yang lemah antara pemerintah
provinsi, kabupaten/kota, dan instansi vertikal (BPDAS, BPSKL); (ii) keterbatasan sumber daya
teknis dan pendanaan — anggaran operasional KPH Ambon sekitar Rp750 juta/tahun, jauh di bawah
kebutuhan pengelolaan berbasis kawasan; dan (iii) konflik pemanfaatan ruang yang belum
terselesaikan antara zona lindung dan area budidaya masyarakat (Hing & Riggs, 2021; Ilham et al.,
2016).

Program perhutanan sosial dan inisiatif kemitraan konservasi yang diinisiasi Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejak 2018 belum terintegrasi optimal dengan mekanisme
pengelolaan HL Salahutu. Dari #1.200 ha area potensial, baru +420 ha (35%) berizin kelola aktif;
sisanya masih tersendat pada proses administrasi dan verifikasi spasial. Kondisi ini menunjukkan
keterlibatan pemangku kepentingan yang masih parsial dan belum bertransformasi menuju tata
kelola kolaboratif yang berkelanjutan (Ezquerro et al., 2023; Wiyono et al., 2020).

Secara nasional, studi-studi terdahulu menegaskan bahwa perencanaan kehutanan
cenderung top-down dengan dominasi birokrasi dan ruang partisipasi masyarakat yang terbatas;
efektivitas kebijakan lokal sangat dipengaruhi pengakuan hak kelola komunitas serta kapasitas
kelembagaan dan koordinasi antarsektor (Mabhuye et al., 2023; Talley et al., 2016). Dalam konteks
Indonesia timur, tumpang tindih klaim ruang dan absennya mekanisme dialogis yang setara antara
negara dan masyarakat adat kerap memicu ketegangan sosial dan degradasi sumber daya. Secara
global, literatur forest governance menekankan pentingnya integrasi dimensi sosial, ekologis, dan
kelembagaan dalam satu kerangka kolaboratif (Freebairn et al., 2022; Minkova & Arnold, 2020).
Model co-management dipandang adaptif untuk menyeimbangkan kepentingan pemerintah,
masyarakat, dan sektor swasta, terutama di wilayah kepulauan dengan kompleksitas biofisik-sosial
yang tinggi. Meski demikian, masih terdapat kesenjangan kajian yang secara spesifik menelaah
keterlibatan aktor dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan hutan lindung di wilayah
kepulauan, termasuk bagaimana asimetri daya-kepentingan (power-interest asymmetry)
memengaruhi efektivitas tata kelola di tingkat tapak (Bahadorestani et al., 2020; Favretto et al., 2020).

Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan memperkuat tata kelola HL
Salahutu melalui analisis sistematis keterlibatan pemangku kepentingan pada dua ranah utama —
perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan kawasan. Secara khusus, penelitian ini: (1)
mengidentifikasi aktor kunci dan jejaring antaraktor dalam perencanaan dan implementasi
pengelolaan HL Salahutu; (2) menilai kesesuaian antara instrumen perencanaan (RKTP, RPHJP,

Renstra) dan praktik implementasi di tingkat tapak; serta (3) merumuskan rekomendasi penguatan

collaborative governance, penyerasian kebijakan spasial-sektoral, dan peningkatan kapasitas

e-ISSN : 2746 - 7155
p-ISSN : 1978 - 4996
®2024 Jurusan Kehutanan Universitas Pattimura



Vol. 19 (2) 2025: 323-339
Alberth R. Limahelu, Agustinus Kastanya & Patrich Ph. E. Papilaya

kelembagaan serta komunitas guna menjamin keberlanjutan fungsi ekologis dan sosial-ekonomi HL

Salahutu.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian

Penelitian dilaksanakan di kawasan Hutan Lindung (HL) Gunung Salahutu, secara
administratif berada di Kecamatan Salahutu (Kabupaten Maluku Tengah) dan Kecamatan Baguala
(Kota Ambon), Provinsi Maluku. Kawasan ini termasuk wilayah kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan
Lindung (KPHL) Unit XIII dan Unit XIV Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease di bawah Unit
Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) KPH Kota Ambon. Secara ekologis dan sosial, HL Salahutu
berperan sebagai wilayah hulu yang menopang sistem kehidupan masyarakat Pulau Ambon dan
sekitarnya, sekaligus menghadapi tekanan pembangunan serta pemanfaatan ruang yang tinggi.
Penelitian berfokus pada HL Gunung Salahutu di Negeri Suli, Negeri Tulehu, Negeri Waai, dan
Negeri Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah (Gambar 1).
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Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

Jenis dan Sumber Data
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis untuk

menelaah secara mendalam dinamika keterlibatan pemangku kepentingan (stakeholder

engagement) dalam pengelolaan Hutan Lindung (HL) Salahutu. Pendekatan ini dipilih untuk
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mengungkap dimensi relasional, kelembagaan, dan persepsi antaraktor yang tidak sepenuhnya
dapat dijelaskan melalui metode kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan selama periode Maret-
Juni 2024 di wilayah kerja UPTD KPH Ambon, yang mencakup enam kelurahan penyangga HL
Salahutu — Karang Panjang, Waihoka, Batu Merah, Soya, Rijali, dan Amantelu.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif terhadap
22 informan kunci yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria
keterlibatan langsung, pengetahuan kelembagaan, serta representasi aktor dari berbagai kategori.
Komposisi informan terdiri atas 8 orang (36%) dari instansi pemerintah (Dinas Kehutanan Provinsi
Maluku, UPTD KPH Ambon, BPDAS Wae Apu-Batumerah, dan BPSKL Wilayah Maluku-Papua),
9 orang (41%) dari masyarakat dan kelembagaan lokal (LPHD, perangkat desa, dan tokoh adat
Negeri Suli, Tulehu, Waai, dan Liang), serta 5 orang (23%) dari lembaga pendukung teknis
(BAPPEDA, Dinas PUPR, dan akademisi Universitas Pattimura). Wawancara dilakukan dengan
panduan semi-terstruktur, berdurasi 60-90 menit per sesi, direkam, dan ditranskripsi untuk
dianalisis menggunakan teknik koding tematik.

Data sekunder digunakan untuk memperkuat triangulasi sumber dan interpretasi hasil
wawancara. Sumber utama mencakup dokumen kebijakan dan perencanaan kehutanan seperti
Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) Maluku 2023-2043, Rencana Pengelolaan Hutan
Jangka Panjang (RPHJP) KPH Ambon 2022-2031, Rencana Strategis Dinas Kehutanan 2020-2024,
serta Rencana Kerja Pengelolaan Sosial (RKPS) LPHD. Selain itu, berbagai literatur akademik dan
laporan kelembagaan internasional (FAO, KLHK, CIFOR, RECOFTC) digunakan untuk memperluas
kerangka konseptual serta memperkuat state of the art penelitian dalam konteks tata kelola hutan
berbasis kolaboratif di wilayah kepulauan.

Prosedur Penelitian dengan AHP

Penelitian ini menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP) yang dikembangkan oleh
Saaty sebagai kerangka analisis untuk menilai tingkat pengaruh dan kepentingan para pemangku
kepentingan (stakeholders) dalam tata kelola Hutan Lindung (HL) Salahutu. Metode ini dipilih karena
kemampuannya dalam menguraikan persoalan kompleks menjadi struktur hierarkis yang
sistematis dan terukur. Tahapan awal meliputi identifikasi kriteria dan alternatif berdasarkan
tinjauan literatur serta hasil eksplorasi lapangan. Lima kriteria utama ditetapkan, yaitu pengaruh
(influence), kepentingan (interest), legitimasi formal, urgensi strategis, dan potensi kolaborasi.
Sementara itu, alternatif yang dinilai mencakup kategori aktor yang telah dipetakan sebelumnya,
yaitu key players, subjects, context setters, crowd, tegangan sosial, dan strategi tata kelola. Penilaian
terhadap setiap aktor dilakukan melalui penyusunan matriks perbandingan berpasangan dengan

skala kuantitatif 1-10, yang nilainya diperoleh dari hasil sintesis data primer dan sekunder melalui

proses triangulasi untuk menjaga reliabilitas dan validitas data (Ahmed et al., 2023; Tansar et al.,

2023).
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Tahapan berikutnya melibatkan proses normalisasi matriks untuk menyesuaikan
perbedaan skala antarvariabel, kemudian dilakukan perhitungan eigenvector guna memperoleh
bobot prioritas yang menggambarkan kontribusi relatif masing-masing aktor terhadap efektivitas
tata kelola hutan. Langkah terakhir adalah pengujian rasio konsistensi (Consistency Ratio/CR)
untuk memastikan bahwa perbandingan antar elemen bersifat logis dan tidak kontradiktif, dengan
batas nilai CR < 0,10 sebagai standar konsistensi yang dapat diterima. Melalui pendekatan ini, AHP
memberikan landasan analitis yang kuat untuk menafsirkan struktur kekuasaan, distribusi
kepentingan, serta potensi sinergi antaraktor, sekaligus mendukung perumusan strategi tata kelola
kolaboratif multi-aktor yang adaptif dan berbasis bukti (evidence-based collaborative governance)
(Kantartzis, 2023).

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara integratif, dengan mengombinasikan
pendekatan kualitatif dan kuantitatif guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap
struktur, peran, dan relasi antaraktor dalam pengelolaan Hutan Lindung (HL) Salahutu. Pendekatan
kualitatif difokuskan pada proses reduksi data, yaitu penyaringan dan penyederhanaan hasil
wawancara serta penelaahan dokumen perencanaan dan kebijakan. Data yang telah direduksi
kemudian dikategorikan berdasarkan tipologi peran aktor — meliputi aktor utama, pendukung, dan
komunitas lokal —serta dipetakan dalam kerangka interaksi kelembagaan untuk mengidentifikasi
hubungan, pola komunikasi, dan alur pengambilan keputusan dalam proses perencanaan dan
pelaksanaan kebijakan kehutanan. Pendekatan ini memberikan konteks sosial dan kelembagaan
yang memperkaya interpretasi terhadap hasil analisis kuantitatif (Thompson & Friess, 2019).

Sementara itu, pendekatan kuantitatif diterapkan melalui metode Analytical Hierarchy
Process (AHP) untuk mengukur secara sistematis tingkat pengaruh dan kepentingan relatif dari
setiap pemangku kepentingan. Tahapan analisis mencakup penyusunan dan normalisasi matriks
perbandingan berpasangan, perhitungan nilai eigenvector guna memperoleh bobot prioritas, serta
pengujian konsistensi (Consistency Ratio/CR) dengan batas toleransi CR < 0,10 agar hasil yang
diperoleh valid dan logis. Hasil analisis disajikan dalam berbagai bentuk visual dan tabular, seperti
matriks perbandingan antaraktor, matriks bobot prioritas, heatmap intensitas pengaruh-
kepentingan, dan matriks komparatif yang mengaitkan temuan lapangan dengan literatur
terdahulu. Kombinasi kedua pendekatan ini menghasilkan dasar analitis berbasis bukti (evidence-

based framework) untuk merumuskan rekomendasi strategis dalam memperkuat tata kelola hutan

yang kolaboratif, inklusif, dan adaptif terhadap dinamika sosial-ekologis kawasan (Krassakis et al.,

2023).
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan Hutan Lindung (HL) Salahutu

memperlihatkan keterhubungan yang erat namun tidak seimbang antara dimensi kelembagaan,

instrumen perencanaan, dan kapasitas operasional di tingkat tapak. Berdasarkan hasil Analytical

Hierarchy Process (AHP) dengan Consistency Ratio (CR) < 0,10, dua aktor utama — Dinas Kehutanan
Provinsi Maluku (bobot 0,312) dan UPTD KPH Ambon (bobot 0,268) —menguasai 58,0% total

pengaruh kelembagaan, menunjukkan dominasi lembaga teknis dalam proses perencanaan dan

implementasi kebijakan kehutanan. Sementara itu, aktor lain seperti BPSKL (0,142), BPDAS (0,116),

BAPPEDA (0,091), dan LPHD/Pemerintah Desa (0,071) memiliki peran pendukung dengan tingkat

pengaruh lebih rendah. Ketimpangan distribusi kekuasaan ini menandakan bahwa tata kelola HL

Salahutu masih berorientasi top-down dan belum sepenuhnya merepresentasikan prinsip polycentric

governance (Tansar et al., 2023), yang menuntut keseimbangan antarlevel otoritas untuk memastikan

integrasi sosial dan ekologis dalam pengambilan keputusan.

Tabel 1. Dimensi analisis, indikator kuantitatif, dan relevansi literatur pengelolaan Hutan Lindung Salahutu

No. | Dimensi Indikator Nilai HL Salahutu Sumber Kecocokan Literatur
Analisis* (2023-2024) Data/ dan Penjelasan
Periode Akademik
1 Koordinasi Bobot AHP per Dinas Kehutanan: Hasil AHP Sejalan dengan
Kelembagaan | aktor (proporsi 0,312; UPTD KPH (Expert Wulandari & Inoue
pengaruh; CR < Ambon: 0,268; Choice 11), (2018) yang
0,10) BPSKL: 0,142; 2024 menegaskan dominasi
BPDAS: 0,116; lembaga teknis dalam
BAPPEDA: 0,091; tata kelola hutan
Pemdes/LPHD: daerah serta perlunya
0,071 penguatan aktor lintas
sektor untuk
efektivitas kolaborasi.
2 Instrumen Kelengkapan RKTP (2023-2043): Arsip Dinas | Konsisten dengan
Perencanaan dokumen (RKTP, Disahkan; RPHJP Kehutanan Purnomo et al. (2022),
RPHJP, Renstra) dan | Unit XIV: Disahkan; Prov. bahwa kelengkapan
status legalitas RPHJP Unit XIII: Maluku dan | dokumen tidak
(disahkan/belum) Dalam proses; KPH menjamin keterpaduan
Renstra Kehutanan Ambon, 2024 | lintas sektor tanpa
2020-2024: Aktif mekanisme
harmonisasi kebijakan
spasial.
3 Pelaksanaan | Frekuensi patroli Patroli: 48 Logbook Selaras dengan
Operasional (kali/tahun), durasi | kali/tahun; Durasi: KPH Maryudi et al. (2020)
(jam/patroli), 6,5 jam/ patroli; Ambon, yang menegaskan
penyuluhan Penyuluhan: 24 2022-2024 bahwa output teknis di
(sesi/tahun), sesi/tahun; lapangan menjadi
penanaman (batang; | Penanaman: 12.450 indikator kepatuhan
ha) batang pada 18 ha institusional dalam
pengelolaan hutan
berkelanjutan.
4 Sinkronisasi Jumlah 7 kegiatan/lokasi Dinas PU, Sejalan dengan
Lintas Sektor | kegiatan/lokasi memerlukan BAPPEDA, Nurrochmat et al.
yang memerlukan koordinasi lintas dan KPH (2017) dan Indrajaya et
persetujuan lintas sektor; 1 kasus Ambon, 2023 | al. (2021), yang

329
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No. | Dimensi Indikator Nilai HL Salahutu Sumber Kecocokan Literatur
Analisis* (2023-2024) Data/ dan Penjelasan
Periode Akademik
sektor (RTRW/izin | pembangunan jalan menemukan bahwa
PKH) desa di zona lindung konflik tata ruang
muncul akibat
lemahnya pre-clearance
protocol antarinstansi.
5 Status Teknis | RPHJP disahkan (% Disahkan: 66,7% unit; | KPH Ambon | Mendukung temuan
KPH unit), jumlah SDM SDM teknis: 19 dan Dinas Purnomo et al. (2020)
teknis (orang), orang; Anggaran: Rp | Kehutanan, bahwa defisit kapasitas
anggaran 785.000.000/tahun 2024 teknis dan anggaran
operasional menjadi penghambat
(Rp/tahun) implementasi
pengelolaan hutan
adaptif.
6 Keterlibatan Jumlah kelompok Kelompok PS aktif: 5 | BPSKL Relevan dengan Fisher
Masyarakat PS aktif (unit), RKPS | unit; RKPS sah: 3 Maluku- et al. (2018) dan Astuti
sah (unit), forum co- | unit; Forum co- Papua dan & McGregor (2020)
management management: Belum LPHD Suli, yang menegaskan
(ada/tidak) terbentuk Tulehu, Waai | pentingnya legitimasi
dan Liang , sosial dan dukungan
2023 kelembagaan dalam
memperkuat
partisipasi komunitas.
7 Pengaturan Luas blok inti (ha), Blok inti: 1.245 ha; Peta GIS Sesuai dengan
Zonasi & blok pemanfaatan Blok HHBK: 690 ha; | KPH Ambon | Indrajaya et al. (2022),
Pemanfaatan | HHBK (ha), rasio Rasio pengawasan dan RKPS bahwa keseimbangan
pengawasan efektif | efektif: 71% LPHD Suli, antara zona
(%) Tulehu, Waai | perlindungan dan zona
dan Liang , pemanfaatan
2023 menentukan efektivitas
fungsi ekosistem dan
sosial.

Sumber: Olah data primer, 2025

Pada tataran operasional, capaian lapangan menunjukkan peningkatan aktivitas, namun
efektivitasnya masih terbatas. Selama tahun 2023, patroli hutan dilakukan 48 kali dengan durasi
rata-rata 6,5 jam/ patroli, mencakup 68% area prioritas, disertai 24 sesi penyuluhan dan penanaman
12.450 bibit pada 18 ha lahan yang meningkatkan tutupan vegetasi sebesar 7,4% dibandingkan tahun
2020. Kendati demikian, kekurangan SDM teknis (19 personel) dan anggaran hanya Rp 785 juta per
tahun menyebabkan pelaksanaan kegiatan belum proporsional terhadap luas kawasan (3.215 ha).
Dalam konteks partisipasi masyarakat, terdapat 5 kelompok perhutanan sosial aktif yang mengelola
690 ha area pemanfaatan HHBK dengan komoditas madu, damar, rotan, dan ekowisata, namun
belum didukung forum co-management yang formal. Ketiadaan forum multipihak menyebabkan
partisipasi masyarakat masih bersifat konsultatif, belum mencapai bentuk kemitraan sejajar
sebagaimana direkomendasikan oleh (Freebairn et al., 2022).

Dari sisi kelembagaan dan sinkronisasi lintas sektor, integrasi antara dokumen RPHJP KPH
Ambon, RKTP Provinsi Maluku, dan RTRW Kota Ambon belum sepenuhnya harmonis. Terdapat 7

kegiatan pembangunan dan infrastruktur jalan desa yang tumpang tindih dengan zona lindung di

sekitar Sub-DAS Wae Batu Merah dan Wae Sikula, menunjukkan lemahnya koordinasi antarinstansi
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seperti Dinas PUPR, BAPPEDA, dan KPH Ambon. Selain itu, RPHJP baru disahkan untuk 66,7 %
unit KPH, dan rasio petugas lapangan masih 1:169 ha, jauh dari standar ideal 1:100 ha. Kondisi ini
mempertegas temuan Mabhuye et al., (2023) dan Minkova & Arnold, (2020) bahwa defisit kapasitas
kelembagaan dan pendanaan merupakan hambatan struktural dalam pengelolaan hutan di
Indonesia bagian timur. Secara keseluruhan, sistem pengelolaan HL Salahutu telah menunjukkan
kemajuan administratif, tetapi masih membutuhkan reformasi berbasis bukti (evidence-based
governance) melalui peningkatan keterlibatan lintas sektor, pembentukan forum multipihak berbasis
SOP, perluasan cakupan patroli hingga > 85% area prioritas, serta integrasi kebijakan spasial-
sektoral untuk mewujudkan tata kelola hutan kolaboratif yang adaptif dan berkeadilan di kawasan
kepulauan Maluku.

Analisis Peran Kelembagaan dalam Tata Kelola Hutan Lindung

Tabel 2. Menyajikan analisis peran kelembagaan dalam pengelolaan Hutan Lindung (HL)
Salahutu didasarkan pada pendekatan multi-criteria evaluation yang menggabungkan bobot AHP,
koordinasi lintas-sektor, keluaran operasional, dan legitimasi kelembagaan. Berdasarkan hasil
Analytical Hierarchy Process (CR < 0,10), struktur pengaruh menunjukkan konsentrasi yang kuat pada
dua aktor utama, yakni Dinas Kehutanan Provinsi Maluku (bobot 0,312) dan UPTD KPH Ambon
(bobot 0,268), dengan total pengaruh kumulatif mencapai 58,0%. Kedua aktor ini termasuk dalam
kategori key players karena memiliki mandat formal, kapasitas teknis, dan legitimasi hukum tertinggi
dalam pengelolaan kawasan. Sebaliknya, aktor seperti BPSKL (0,142), BPDAS Wae Apu-Batumerah
(0,116), dan BAPPEDA Maluku (0,091) termasuk kategori context setters, yaitu pihak yang memiliki
kepentingan strategis namun dengan daya kendali terbatas. Sementara LPHD Suli, Tulehu, Waai dan
Liang (0,078) dan pemerintah desa sekitar berada pada kategori subjects, yang memiliki kepentingan
tinggi namun pengaruh rendah. Pola ini memperlihatkan adanya asymmetrical governance structure —
dimana kekuasaan terpusat pada aktor teknis, sementara fungsi koordinasi spasial dan partisipasi
masyarakat belum termobilisasi secara optimal.

Tabel 2. Profil kuantitatif peran kelembagaan HL Salahutu

Aktor/ Bobot | Tipologi | Koordinasi | Operasional | Perhutanan | Zonasi & Dokumen /
Lembaga AHP / Tahun / Tahun Sosial & Pengawasan | Mandat (RPHJP;
(0-1) (rapat; % (patroli; HHBK (blok SK/MoU)
hadir) jam; (kelompok; inti/ha;
penyuluhan; RKPS; cakupan
tanam luas/ha) patroli %)
btg/ha)
Dinas 0,312 Key 10; 92% 12; 8 jam; 4; 3;2;230 1.245;71% | RPHJP Unit XIV
Kehutanan Players 2.000 /5 (disahkan); 5 SK
Provinsi lintas sektor
Maluku
UPTD 0,268 Key 9; 89% 48; 6,5 jam; 4; 3; 460 1.245;71% | RPHJP Unit XIII
KPH Players 24;12.450 / (proses validasi); 2
Ambon 18 MoU PS
BPSKL 0,142 | Context 7;82% 10; 5 jam; 6; 7;5; 690 1.100; 65% | SKPS aktif
Maluku- Setters 1.800 / 3 (2022-2023); 4
Papua pendampingan
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Aktor/ Bobot | Tipologi | Koordinasi | Operasional | Perhutanan | Zonasi & Dokumen /
Lembaga AHP / Tahun / Tahun Sosial & | Pengawasan | Mandat (RPHJP;
(0-1) (rapat; % (patroli; HHBK (blok SK/Moll)
hadir) jam; (kelompok; inti/ha;
penyuluhan; RKPS; cakupan
tanam luas/ha) patroli %)
btg/ha)
BPDAS 0,116 Context 6; 70% 8; 4,5 jam; 3; 2;1; 250 980; 60% Rencana
Wae Apu- Setters 1200/ 4 Rehabilitasi DAS
Batumerah (2022); 2 SK
teknis
BAPPEDA 0,091 Context 6; 65% 4;3,5jam; 2; 1,0;0 0; 0% RTRW 2021-2041
Maluku Setters 600 / 2 (disahkan); tanpa
lampiran RPHJP

Pemerintah | 0,078 Subjects 8; 75% 15; 4 jam; 6; 2;1;150 400; 55% 3 Perdes
Desa / 900/ 3 konservasi; 1
Kelurahan kesepakatan
Penyangga kampung
LPHD Suli, | 0,071 Subjects 9; 78% 10; 5 jam; §; 5; 3; 690 650; 60% RKPS sah (2022-
Tulehu, 1.000 / 2 2023); izin PS
Waai dan aktif
Liang
Dinas PU/ | 0,062 Crowd / 5; 58% 3; 2jam; 1; 0;0;0 0; 0% 2 proyek lintas
Pertanian / Context 500/ 1 sektor (jalan desa,
Pariwisata agrowisata)

Sumber: Olah data primer, 2025

Dari aspek koordinasi lintas-sektor, data menunjukkan bahwa jumlah pertemuan
koordinatif antarinstansi meningkat namun partisipasi masih belum merata. Dalam periode 2022~
2024, tercatat rata-rata rapat koordinasi per tahun dengan tingkat kehadiran 74% dari total
undangan. Dinas Kehutanan dan UPTD KPH menjadi pihak paling aktif dengan kehadiran rata-rata
92%, sementara BAPPEDA dan BPDAS mencatat kehadiran 65-70%. Rendahnya partisipasi dinas
sektoral lainnya, seperti PUPR dan Pariwisata (<60%), mengindikasikan belum kuatnya policy
convergence antara perencanaan kehutanan dan kebijakan pembangunan wilayah. Kondisi ini
memperkuat temuan Indrajaya ef al. (2021) bahwa keberhasilan tata kelola hutan di kawasan lindung
sangat bergantung pada mekanisme koordinasi lintas sektor yang konsisten, bukan hanya pada
kekuatan regulatif satu lembaga. Oleh karena itu, keberadaan forum koordinasi tetap berbasis
Standard Operating Procedure (SOP) diperlukan untuk memastikan kesinambungan integrasi
kebijakan (Hohl et al., 2020).

Dari sisi pelaksanaan operasional, data lapangan menunjukkan peningkatan produktivitas
namun belum diikuti oleh efektivitas pengawasan yang memadai. Berdasarkan logbook UPTD KPH
Ambon (2023), patroli kawasan dilakukan sebanyak 48 kali/tahun dengan durasi rata-rata 6,5
jam/patroli, mencakup 68% zona prioritas pengawasan. Kegiatan penyuluhan dan pendampingan
masyarakat mencapai 24 sesi/tahun, sedangkan kegiatan penanaman kembali mencakup 12.450
batang bibit di area seluas 18 hektare, menghasilkan peningkatan tutupan vegetasi sebesar 7,4%
dibandingkan tahun 2020. Namun demikian, cakupan patroli di blok inti baru mencapai 71%,

sehingga masih terdapat celah pengawasan pada area seluas + 360 hektare yang belum terpantau

secara rutin. Hal ini mengindikasikan perlunya skema patroli gabungan (joint patrol) antara KPH,
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LPHD, dan masyarakat desa untuk memperkuat kepatuhan tapak dan efisiensi pengawasan di zona
sensitif, sejalan dengan konsep adaptive co-management (Romijn et al., 2018).

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan perhutanan sosial dan pemanfaatan hasil hutan
bukan kayu (HHBK) menunjukkan dinamika positif namun belum terinstitusionalisasi. LPHD Suli,
Tulehu, Waai dan Liang saat ini menaungi 5 kelompok perhutanan sosial aktif, dengan 3 dokumen
RKPS yang telah disahkan dan area kelola seluas 690 hektare. Komoditas utama yang dikelola
meliputi madu hutan (Apis dorsata), damar, rotan, serta ekowisata berbasis jalur alam. Walaupun
program berjalan aktif, keterbatasan kapasitas administratif dan belum adanya forum co-management
formal menyebabkan partisipasi masyarakat masih berada pada level konsultatif menurut tipologi
Arnstein (1969). Selain itu, tidak adanya MoU lintas sektor yang mengikat secara hukum (SK formal
baru 2 dokumen) membuat proses kolaborasi sulit berlanjut ke tahap implementatif. Temuan ini
sejalan dengan Abreu, (2022) dan Parera et al., (2022) yang menegaskan bahwa keberhasilan
perhutanan sosial bergantung pada dukungan legal, pendampingan teknis, dan pengakuan
kelembagaan yang konsisten dari pemerintah daerah.

Dalam dimensi sinkronisasi kebijakan dan legalitas dokumen, diketahui bahwa dokumen
RPH]JP Unit XIV telah disahkan penuh sejak 2022, sementara RPHJP Unit XIII Salahutu masih dalam
tahap validasi teknis dengan progres 85%. Selain itu, terdapat 7 kegiatan pembangunan dan 3
proyek infrastruktur jalan desa yang memerlukan pre-clearance antara Dinas PUPR, BAPPEDA, dan
KPH Ambon karena berada di zona lindung Sub-DAS Wae Batu Merah. Ketidakterpaduan antara
RTRW Kota Ambon 2021-2041 dan dokumen kehutanan menimbulkan potensi konflik pemanfaatan
ruang dan memperlemah efektivitas pengelolaan kawasan. Fenomena ini mengonfirmasi temuan
Minkova & Arnold, (2020) dan Parera et al., (2022) mengenai policy mismatch antara tata ruang dan
konservasi hutan, terutama di wilayah pesisir dan perbukitan dengan tekanan pembangunan tinggi.
Oleh karena itu, percepatan sinkronisasi dokumen dan mekanisme pre-clearance protocol menjadi
prasyarat utama dalam memperkuat legitimasi tata kelola lintas sektor.

Analisis keseluruhan memperlihatkan bahwa tata kelola kelembagaan HL Salahutu masih
berada pada fase transisi menuju model collaborative governance yang ideal. Struktur pengaruh
yang top-heavy, kapasitas koordinasi yang belum stabil, serta partisipasi masyarakat yang belum
mencapai kemitraan sejati menunjukkan bahwa tata kelola saat ini masih berorientasi administratif,
belum sepenuhnya kolaboratif. Oleh sebab itu, reformasi kebijakan berbasis bukti diperlukan
melalui empat langkah strategis: (1) meningkatkan bobot keterlibatan aktor lintas sektor seperti
BAPPEDA dan Dinas PUPR menjadi minimal 0,15 pada evaluasi AHP berikutnya; (2) memperluas
cakupan patroli blok inti hingga 85% area prioritas; (3) mempercepat pengesahan RPHJP Unit XIII
disertai lampiran sinkronisasi RTRW-RPHJP; dan (4) menetapkan kuota panen lestari per
komoditas HHBK dengan evaluasi triwulanan berbasis adaptive management. Pendekatan ini

diharapkan mampu memperkuat efektivitas, legitimasi, dan inklusivitas tata kelola hutan lindung,

serta menjadi model replikasi pengelolaan hutan berbasis kepulauan yang berkelanjutan di Maluku.
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Interaksi Stakeholder, Konstelasi Kepentingan, dan Strategi Kolaboratif

Interaksi antar stakeholder dalam pengelolaan Hutan Lindung (HL) Salahutu menunjukkan
konfigurasi relasi yang kompleks antara aktor teknis kehutanan, lembaga perencana wilayah,
institusi lingkungan, dan komunitas lokal. Berdasarkan hasil Analytical Hierarchy Process (AHP)
dengan Consistency Ratio < 0,10, bobot pengaruh tertinggi dimiliki oleh Dinas Kehutanan Provinsi
Maluku (0,312) dan UPTD KPH Ambon (0,268), dengan total kumulatif 58,0% dari keseluruhan daya
kelembagaan. Kedua aktor ini dikategorikan sebagai key players karena memiliki legitimasi formal
dan kapasitas operasional dominan dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan. Aktor
pendukung seperti BPSKL Maluku-Papua (0,142), BPDAS Wae Apu-Batumerah (0,116), dan
BAPPEDA Maluku (0,091) berada pada posisi context setters, sesmentara LPHD Suli, Tulehu, Waai dan
Liang (0,078) dan Suli, Tulehu, Waai dan Liang (0,071) termasuk kategori subjects yang memiliki
kepentingan tinggi namun kekuasaan terbatas. Pola ini menegaskan temuan Minkova & Arnold,
(2020) bahwa distribusi kekuasaan yang timpang dalam tata kelola kehutanan seringkali
menurunkan efektivitas kolaborasi dan membatasi ruang dialog antaraktor.

Tabel 3. Interaksi stakeholder, indikator kuantitatif, dan posisi tipologi

Kategori Aktor Utama Bobot Koordinasi / Keluaran Pelaksanaan PS/HHBK
AHP Tahun (rapat; (patroli; jam/patroli; (kelompok;
(0-1) % hadir) penyuluhan; tanam RKPS; luas/ha)
btg/ha)
Key Dinas Kehutanan 0,312 10; 92% 12; 8 jam; 4;2.000 / 5 -
Players Provinsi Maluku
UPTD KPH 0,268 9; 89% 48; 6,5 jam; 24;12.450 / -
Ambon 18
BPSKL Maluku- 0,142 7; 82% 10; 5 jam; 6; 1.800 / 3 7;5; 690
Papua
Subjects Pemerintah Desa 0,071 8, 75% 15; 4 jam; 6; 900 / 3 2;1; 150
/ Kelurahan
Penyangga
LPHD Suli, 0,078 9; 78% 10; 5 jam; 8; 1.000 / 2 5; 3; 690
Tulehu, Waai dan
Liang
Context BAPPEDA 0,091 6; 65% 4;3,5jam; 2; 600 / 2 -
Setters Maluku
BPDAS Wae Apu- 0,116 6; 70% 8;4,5jam; 3;1.200 / 4 -
Batumerah
Crowd Dinas Pariwisata, 0,062 5; 58% 3; 2jam; 1; 500 / 1 -
Pertanian,
Universitas
Pattimura

Sumber: Olah data primer, 2025

Dari aspek koordinasi lintas-aktor, data lapangan menunjukkan bahwa selama periode
2022-2024 terdapat rata-rata 10 rapat koordinasi atau FGD per tahun dengan tingkat kehadiran rata-
rata 74% dari seluruh undangan. Dinas Kehutanan dan UPTD KPH mencatat kehadiran tertinggi
(92% dan 89%), sedangkan BAPPEDA dan Dinas PUPR hanya mencapai 65%. Korelasi positif

terlihat antara intensitas koordinasi dan keluaran teknis: ketika kehadiran lintas sektor naik di atas

80%, capaian patroli dan penanaman meningkat hingga 12,450 batang pada 18 ha (log KPH Ambon,
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2023). Namun, ketika partisipasi BAPPEDA menurun, koordinasi kebijakan ruang dan konservasi
melemah —terlihat dari 7 kasus tumpang tindih pemanfaatan lahan antara RTRW dan RPHJP di Sub-
DAS Wae Batu Merah. Hasil ini konsisten dengan Abreu, (2022) dan Wilson et al., (2010) yang
menegaskan bahwa lemahnya policy convergence antarinstansi menjadi akar ketidakefisienan
kebijakan kehutanan di tingkat daerah.

Konstelasi kepentingan dan kekuasaan menempatkan Dinas Kehutanan, UPTD KPH
Ambon, dan BPSKL sebagai tiga aktor kunci (key players) dengan kapasitas agenda-setting tertinggi.
Koordinasi aktif (rata-rata 9-12 rapat/tahun dengan kehadiran 285%) dan legitimasi formal
menjadikan mereka pusat pengambilan keputusan. Keluaran teknis mereka meliputi 48
patroli/tahun, 24 sesi penyuluhan, dan peningkatan tutupan vegetasi 7,4% sejak 2020. Meskipun
pola ini menunjukkan efektivitas administratif, dominasi aktor teknis mengurangi ruang deliberatif
bagi aktor komunitas dan sektor non-kehutanan. Kontras dengan kecenderungan nasional, BPSKL
justru berperan aktif dalam mengisi celah partisipasi dengan menfasilitasi 7 kelompok perhutanan
sosial aktif dan 5 dokumen RKPS sah, membuktikan bahwa keberhasilan stakeholder engagement
dapat meningkat bila kelembagaan dirancang pro-(Parera ef al., 2022).

Pada sisi subjects, yaitu Pemerintah Desa dan LPHD Suli, Tulehu, Waai dan Liang , ditemukan
tingkat kepentingan tinggi namun daya pengaruh rendah (bobot AHP 0,071-0,078). LPHD Suli,
Tulehu, Waai dan Liang menaungi 5 kelompok PS aktif dengan area kelola 690 ha, termasuk HHBK
berupa madu hutan, damar, rotan, dan ekowisata alam. Namun, koordinasi masih bersifat sporadis
dengan 9 kali pertemuan/tahun dan partisipasi masyarakat rata-rata 76%. Keterbatasan legitimasi
formal—hanya MoU aktif dengan instansi kehutanan—membuat posisi masyarakat tetap pada
tingkat konsultatif menurut tipologi Arnstein (1969). Kondisi ini selaras dengan Fisher et al. (2018),
yang menekankan pentingnya legalitas, pendampingan teknis, dan dukungan kebijakan agar peran
masyarakat bergeser dari penerima kebijakan menuju mitra pengelola (co-management partners).
Sementara itu, kelompok context setters seperti BAPPEDA dan BPDAS memiliki daya kebijakan
yang tinggi tetapi kepentingan langsung terhadap tapak rendah. Bobot AHP mereka masing-masing
0,091 dan 0,116, dengan kehadiran rata-rata 68-70% dalam forum lintas sektor. Keterlibatan mereka
secara langsung berhubungan dengan sinkronisasi RTRW dan RPHJP: ketika tingkat partisipasi
BAPPEDA meningkat di atas 80%, jumlah konflik lokasi pembangunan menurun 22% dibanding
periode sebelumnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa efektivitas tata kelola tidak hanya
ditentukan oleh kapasitas teknis, tetapi juga oleh keterlibatan aktor yang berperan dalam policy
alignment. Hal ini memperkuat pandangan Wilson, Meijaard, et al., (2010) bahwa keberhasilan tata
kelola kehutanan bergantung pada mekanisme koordinatif yang menghubungkan dimensi ekologis
dan spasial secara simultan.

Kelompok crowd, seperti Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, dan Universitas Pattimura,

meskipun memiliki bobot AHP rendah (0,062-0,065), berpotensi memperluas dukungan tematik dan

finansial melalui kegiatan ekowisata, agroforestri, dan riset terapan. Partisipasi mereka masih
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terbatas (5 rapat/tahun, 58% kehadiran), namun kontribusinya signifikan dalam memperkenalkan
program eco-enterprise dan corporate social responsibility (CSR) yang mampu menambah dana off-
budget hingga Rp 250 juta/tahun untuk kegiatan konservasi. Integrasi lintas sektor ini sesuai
dengan temuan (Mabhuye et al., 2023, Wilson, Meijaard, et al., 2010) yang menekankan bahwa
kolaborasi multisektor berbasis tematik memperkuat resiliensi ekosistem dan keberlanjutan
ekonomi masyarakat di sekitar kawasan lindung.

Gambar 2 menampilkan sintesis skor terstandar (skala 1-10) dari lima kriteria AHP—
pengaruh, kepentingan, legitimasi formal, urgensi strategis, dan potensi kolaborasi—yang
diturunkan dari indikator kuantitatif pada Tabel 3. Warna paling terang pada baris Key Players
menunjukkan dominasi aktor teknis (Dinas Kehutanan, KPH, BPSKL) pada pengaruh, legitimasi,
dan urgensi, konsisten dengan bobot AHP kumulatif 58% serta keluaran operasional (48

patroli/tahun; 12.450 bibit/18 ha).
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Gambar 2. Matriks AHP Interaksi Stakeholder, Konstelasi Kepentingan, dan Strategi Kolaboratif

Subjects (LPHD dan pemerintah desa) menampilkan skor kepentingan dan kolaborasi
relatif tinggi —merefleksikan 5 kelompok PS aktif dan 690 ha HHBK —namun tetap “dingin” pada
pengaruh dan legitimasi, menandakan posisi konsultatif. Context setters (Bappeda, BPDAS) berada
pada tingkat menengah untuk pengaruh dan kepentingan, tetapi rendah pada urgensi/kolaborasi,
menggambarkan jeda antara perencanaan spasial dan eksekusi tapak. Crowd (Pariwisata, Pertanian,
Universitas) konsisten rendah pada semua kriteria, meski menyumbang peluang tematik
(CSR/riset) yang bersifat tambahan. Dua baris ringkasan memperlihatkan tegangan sosial tertinggi
pada kelompok dengan minat/kolaborasi rendah, sementara indeks strategi tata kelola tertinggi
terdapat pada Key Players, sedang pada Subjects, dan terendah pada Context-Crowd; pola ini

menegaskan kebutuhan rebalancing engagement, forum co-management bermandat, dan sinkronisasi

RTRW-RPHJP untuk memperkuat kolaborasi lintas-aktor (Sukristiyono et al., 2021).
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Secara strategis, hasil analisis ini menegaskan pentingnya membangun forum ko-
manajemen formal yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Maluku sebagai wadah deliberasi
lintas-aktor. Forum ini diusulkan melalui SK Gubernur dengan target >4 rapat/tahun dan tingkat
kehadiran >75%, menghasilkan rencana kerja terpadu serta mekanisme pre-clearance RTRW-RPHJP
untuk proyek lintas sektor. Selain itu, strategi re-balancing engagement direkomendasikan dengan
menaikkan bobot AHP BAPPEDA dan BPDAS sebesar +0,05-0,10 melalui joint planning antara
RKTP, RTRW, dan RPHJP. Dalam tataran lapangan, implementasi joint patrol KPH-LPHD-Pemdes
ditargetkan mencakup 270% blok inti dengan indikator keberhasilan berdasarkan frekuensi dan
durasi patroli. Terakhir, perluasan HHBK legal sebesar +100 ha/tahun melalui skema panen lestari
dan integrasi eco-enterprise di sektor pariwisata menjadi langkah konkret menuju tata kelola hutan

kolaboratif yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Studi ini menyimpulkan bahwa tata kelola HL Salahutu masih top-heavy, didominasi aktor
teknis — Dinas Kehutanan (0,312) dan UPTD KPH Ambon (0,268); bobot kumulatif 58,0% — disusul
BPSKL (0,142), sedangkan BPDAS (0,116) dan BAPPEDA (0,091) berperan sebagai context setters
dan aktor komunitas (subjects) berpengaruh rendah. Implementasi menunjukkan kemajuan namun
belum efektif: 48 patroli/tahun (£6,5 jam/ patroli) mencakup 68 % zona prioritas, 24 penyuluhan, dan
12.450 bibit di 18 ha menaikkan tutupan vegetasi 7,4%; pengawasan blok inti 1.245 ha baru 71%.
Ketidaksinkronan RTRW-RPHJP memicu 7 tumpang tindih proyek (termasuk 3 ruas jalan),
sementara kapasitas terbatas (19 personel/ 3.215 ha; Rp 785 juta/tahun; RPHJP tersahkan 66,7%).
Rekomendasi inti: membentuk forum co-management melalui SK Gubernur (=4 rapat; kehadiran
>75%), menerapkan pre-clearance RTRW-RPHJP, menaikkan bobot AHP BAPPEDA /BPDAS +0,05-
0,10 via joint planning dan rehabilitasi DAS >20 ha/tahun, meningkatkan pengawasan menjadi 260
patroli dengan cakupan >85% (patroli bersama, pemantauan GPS), mempercepat pengesahan
RPHJP Unit XIII (£6 bulan), memperluas HHBK legal +100 ha/tahun lewat kemitraan eco-enterprise,
serta memperkuat dukungan implementasi menuju £Rp 1,5 miliar/tahun dan +6 petugas (target

1:120 ha pada 2026) disertai dashboard kinerja publik tahunan.
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